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setara.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang

sebapgaimana dimaksud pada ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (4) yang meliputi:

a. penelitian data dan dokumen barang milik dacrah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang
milik daerah sebapai objek putusan pengadilan yvang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya;dan

c.penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.

Pcnelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada avat (5]

huruf ¢ dilakukan untuk memastikan kesesualan antara

barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan
dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan
penghapusan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

kepada Bupati.

Pasal 441
Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440ayat (2) tidak
disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan
pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah
disetujui, Bupati menerbitkan surat perselujuan penghapusan
barang milik daerah.
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mcmuat data barang
milik daerah vang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya
meliputi:
a, Kode barang;
b. Knde register:
c.Nama barang;
d. Tahun perolehan,;
e.spesifikasi/identitas teknis;
f. kondisi barang;
gjumlah;
h. nilai perolehan;
i nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan;dan
j. kewajibanPengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang,

Pasal 442
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 421 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang.
Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna,
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Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan
oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan
barang milik daerah dari Bupati.

Pengpuna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik
dacrah.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 443

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Pasal 441
dan Pasal 442 hanya dilakukan karcna adanya putusan pengadilan
vangtelahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hokum lainnya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 444

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebapai akibat dari putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang milik Daerahsebagai akibat dari
putusan pengadilan yvang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Pasal 445
Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432
ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan permohonan
penghapusan barang milik dacrah oleh Pengguna Barang
kepada Bupati melalui Pengelola Barang,
Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan;dan
b.data barang milik dacrah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah darl Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PengelolaBarang mengajukan permohonan persetujuan kepada
Bupati

Pasal 446
Apabila Bupati menyctujui  permohonan = se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 445 ayat (4], Bupati menerbitkan surat
pcrsetujuan penghapusan.
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Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikil mermuat:

a. databarang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
yang sckurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode
barang, kode register. nama barang, spesifikasi/identitas
teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan; dan

b. kewajiban Pengpuna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan pernghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan barang

milik daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan

penghapusan Pengelola Barang.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat [3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan

oleh Pengelola Barang scjak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 447

Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (4],

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 446 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 448

Perubahan Daftar Barang Pengguna danfatau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagai akibal dari melaksanakan ketentuan
peraturan perundang- undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Dacrah sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
harus dicantumkan dalam laporan scmesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 449
Penghapusan barang milik daerahkarena pemusnahan pada
Pengguna Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 432
avat (1) huruf [ diakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.
Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah.
Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) diterbitkan oleh Pengelola DBarang
paling lama 1 (satu] bulan sejak tanggal berita acara
pemusnahan.
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan berita
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acara pemusnahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada avat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 450

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa DPenpgguna schapai akibat darn pemusnahan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengguna barang atau kuasa pengguna barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Daerahsebagai akibat dar
pemusnahanharus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 451

Penghapusan karena scbab lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 432 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan

barang milik dacrah kecpada Bupati melalui Pengelola Barang

rang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan:.dan

b.databarang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode
barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi,
lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolchan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebapgaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
matiuntuk hewan/ikan/tanaman;atau

¢.keadaan kahar fforcemajeure),

Pasal 452
Permohonan penghapusan barang milik daerahdengan alasan
hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
451 ayvat (3) huruf a harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian.dan
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang vang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitasPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan
barang milik daerah tersebut hilang karcna kecurian
serta tidak dapat diketemukan;dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti
bahwa penghapusan barang milik dacrah dimaksud
diakibatkan adanya unsur kelalaian danjatan
kesengajaan dari Pejabat vang
menggunakan/penanggung  jawab  barang  milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak
menutup kemunpgkinan kepada yang bersangkutan
akan dikenakan sanksi sesuai kelentuan peraturan
perundang undangan.
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Permohonan penghapusan barang milik daerahdengan alasan
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451
ayat (3} huruf b harus dilengkapi:
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
c.pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewarn /ikan/tanaman;dan
d. suratpernvataansebagaimana dimaksud pada huruf c
dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.
Permohonan penghapusan barang milik dacrahdengan alasan
keadaan kahar [force majeurgjsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 451 avat (3) huruf ¢ harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari instansi yangberwenang:
« mengenai terjadi keadaan kahar {force majeure), atan
« mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar
(force majeure);dan
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa
Penpgeina Barang.

Pasal 453

Pengelola Barang melakukan penclitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode
barang, kode register, nama barang, tahun perolehan,
spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status
penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah
yvang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai
buku, dan/atau nilai perolehan;dan

c.penelitian {isik untuk permohonan penghapusan karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat
(3)huruf b dan huruf ¢ jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1], Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

kepada Bupati untuk penghapusan barang milik daerah

karena sebab lain,

Pasal 454
Apabila permohonan penghapusan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 451 ayat (3) tidak disetujui, Bupal
memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola
Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 451 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat
persetujuan penghapusan barang milik daerah.
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Sural persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} memuatdata barang milik

daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-

kurangnya meliputi:

a. Kode barang;

b. Kode register;

c.Nama barang;

d. Tahun perolehan;

c.spesifikasi/identitas teknis;

f. kondisi barang;

g, jumlah;

h. nilai perolehan;

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penvusutan;dan

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupal scbagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan

penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

persetujuan.

Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik

daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang

Kuasa Pengpuna Dberdasarkan Keputusan Penghapusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 455
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupali dengan melampirkan keputusan penghapusan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454
ayal (4).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 454 avat (4), Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pcngguna sebagai akibat dari sebab lain harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
Pengpuna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
Perubahan Daftar Barang milik Daerah sebagai akibat dar
schab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunarn.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan Barang milik
Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 456

Penghapusan karena penycrahan barang milik daerah kepada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 432
ayatl (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.
Penghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
setelah Bupali mencrbitkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daecrah sebagaimana
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dimaksud ayat (2] paling lambat 1 [satu) bulan diterbitkan oleh
Bupati sejak tanggal Berita Acara Secrah Terima [BAST)
penyerahan kepada Pengguna Barang.
PengelolaBarangmenyampaikan laporanpenghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan
Berita Acara Serah Terima [(BAST) penyerahan kepada
Pengguna Barang sebagaiamana dimaksud pada ayal (3).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian
pencatatan barang milik dacrah pada Daftar Barang Milik
Daerah.

Pasal 4357

Perubahan Daftar DBarang Pengelola sebagai  akibatdari
penyerahan barang milik daerahkepada Pengguna DBarang
harus dicantumkan dalam laporan scmcsteran dan laporan
tahunan pengelola barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Dacrah sebagai akibat dari
penverahan barang milik daerahkepada Pengguna Barang
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 458

Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik

daerah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

432 ayat (1) huruf ¢ dilakukan olch Pengelola Barang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

selelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang

milik daerah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu] bulan

diterbitkan oleh Bupati scjak tanggal Berita Acara Serah

Terima (BAST).

Pengelola DBarang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan

yvang disertal dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST),
apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
pernjualan secara lelang;

b. Berita Acara Scrah Terima (BAST), apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan
tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal
pemerintah daerah; dan

c.Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah;

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik

dacrah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 459
Perubahan Daftar Barang Pengelola secbagai akibatdari
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan
dalam laporan barang semesteran dan lahunan Pengelola
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Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Dacrah sebagail akibat dari
pemindahtanganan barang milik daerahharus dicantumkan
dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

Pasal 460

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada

upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432

avat (1) huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan

kepada Bupati vang sekurang- kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan;dan

b, data barang milik daerah wang dimohonkan untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] sekurang- kurangnya dilengkapi

dengar:

a. salinan/foto kopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;dan

h. foto kopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Bupati  melakukan penclitian lerhadap  permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

c.penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

d. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang
milik dacrah sebagai objek putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya, dan

e.penelitian lapangan fon site uvisit), jika diperlukan, guna
memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang
menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik
daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah

tidak disetujui, Bupali memberitahukan kepada Pengelola

Darang discrtai dengan alasan.

Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah

disctujui, Bupati menerbitkan suratpersetujuan penghapusarn

barang milik daerah.

Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (7] sckurang-kurangnya

meTnuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode rcgister,
nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis,
jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau mnilai
perolehan;dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.




(1)

(2)

(3)

()

(5)

165

Pasal 461
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 460 ayat (7], Bupati mencrbitkan kepulusan
penghapusan barang.
RBerdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang
Pengclola.
Keputusan penghapusan barang milik dacrah diterbitkan oleh
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling lama I
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 462

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal
461 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tctap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya.

(1)

{2)

()

Pasal 463

Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dan
putusan pengadilan vang telah memperolch kekuatan hulkum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Pasal 464
Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf e diawali dengan
mengajukan permohonan penghapusan barang milik dacrah
dari Pengelola Barang kepada Bupati
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat.
a. pertimbangan dan alasan penghapusan;dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, yang sckurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai
perolehan.
Bupati melakulkan penelitian terhadappermohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1.
Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik dacrah;
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b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait
barang rmilik daerah;dan

c.penelitian lapangan (on site wisit) jika diperlukan, guna
memastikan kesesuaian antara barang milik dacrah yang
menjadi ohjek peraturan perundang- undangan dengan
barang milik daerah yang menjadi objek permohonan
penghapusan.

Pasal 465

Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian scbagaimana

dimaksud dala Pasal 464 ayat (4), Bupati menerbitkan sural

persetujuan penghapusan.

Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
vang sckurang-kurangnya meliputi kode barang, kode
register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi,
jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

avat (1), Pengeclola Barang mclakukan penghapusan barang

milik daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan
keputusan penghapusan Bupati

Keputusan penghapusan barang milik daerah scbagaimana

dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1

{satu) bulan sejak tanggal persetujuarn.

Pasal 466
PengelolaBarangmenyampaikanlaporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 465 avat (4) Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Dacrah.

Pasal 467

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
harus dicantumkan dalam laporan semesleran dan laporan
tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagal akibal dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 468

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat
(1) huruf { dilakukan dengan ketentuan.

Penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah Bupali menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik dacrah.

Keputusan penghapusan barang milik dacrah sebagaimana
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dimaksud pada avat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1
[satu] bulan scjak tanggal berdasarkan berita acara
pemusnahan.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2] dan berita acara
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], Pengelola Barang menghapuskan barang milik
daerah dari Daftar Barang Milik Dacrah.

Pasal 469
Perubahan Daftar Barang Pengelola schagai akibat dari
Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelola barang,
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah scbagai akibat darl
permusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 470

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 432 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang,

Pengelola Barang mengajukan permahonanpenghapusan

barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikitmermuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan;dan

b. databarang milik daerah vang dimohonkan
untukdihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang,
kode register, nama barang, nomor register, tahun
perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi,
nilai buku, dan/atau nilai perolchan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat [2) dapat diajukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati
untuk hewan/ikan/tanaman;dan/atau

c.keadaan kahar (forcemajeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan

hilang karcna kecurian schagaimana dimaksud pada ayat (3]

huruf a harus dilengkapi:

a. Surat Keterangan dari Kepolisian;

b, Surat Keterangan dari Pengelola Barang vang
sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas Pengelola Barang;

2. pernyataan mcngenai atas kebenaran permohonan dan
barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian
serta tidak dapat diketemulkan;dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti
bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud
diakibatkan adanya unsur kelalaian  dan/atau
kesengajaan dari Pejabat vang
menggunakan/penanggung  jawab barang milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup
kemungkinan  kepada  yang bersanglutan  akan
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dikenakan  sanksi sesuai  ketentuan — peraluran
perundang-undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan

terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk

hewan /ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengelola Barang;

. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran
permohonan vang diajukan;

c.pernvataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar,
susut, menguap, mencair, lkkadaluwarsa, mati untuk
hewan /ikan /tanaman;dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilampiri hasil laporan pemeriksaan/ penclitian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan

keadaun kahar (force majeure] sebagaimana dimaksud pada

ayat [3) hurut ¢ harus dilengkapi:

a. sural keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure);atau
2. mengenai kondisi barang terkini karcna keadaan kahar
(force majeure);dan

h. pernvataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadaan kahar (forcemajeure).

Bupati melakukan  penelitian  terhadap  permochonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang

scbagaimana dimaksud pada ayat {3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. Penelitiankclayakanpertimbangandanalasan  permohonan
penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun
perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah,
penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk
barang milik dacrah yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;dan

c.penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3Jhuruf b dan
huruf ¢ jika diperlukan.

Pasal 471
Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 470 ayat (3)tidak  disetujui, Bupati
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan
alasan.
Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 470 ayat (3) disetujui, Bupali menerbitkan surat
persetujuan penghapusan barang milik daerah,
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerahs
ebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik
daerah vang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit
meliputi:
a. Kode barang;
b. Kode register;
c.Nama barang;
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d. Tahun perolehan;

e.spesifikasi/fidentitas teknis;

f. kondisi barang;

e, jumlah;

h. nilai perolehan;

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan;dan

j. kewajiban Pengelola Barang untuk mclaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (2], Bupati menetapkan keputusan penghapusan

paling lama 1 (satu) bulan scjak tanggal persetujuan.

Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik

daerah dari Daftar Barang Pengclola berdasarkan keputusan

penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 472
Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 471 ayat (4], Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
Perubahan Daftar Barang milik Dacrah scbagai akibat dari
sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 473

Pengelola DBarang harus melakukan pendaftaran  dan
pencatatan  barang milik daecrah yang berada di bawah
penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar
Bararg Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi
barang,.

Pasal 474

Pengclola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar
barang Kuasa Penggunasebapaimana dimaksud dalam Pasal
473 ayat (2).

Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah
berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan daftar barang DPengclola menurut penggolongan dan
kodefikasi barang,
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(3) Dalam daftar barang milik dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk barang milik daerah yang
dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 475

(1} Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun,

(2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan,
inventarisasi dilakukan oleh Pengsuna Barang setiap tahun,

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan sctelah selesainya
Inventarisasi.

Pasal 476
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah
berupa tanah danjfatau bangunan yang berada dalam
penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 477

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang
Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa
Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna
Barang.

(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) scbagai bahan penyusunan laporan barang
Pengguna semesteran dan tahunan.

(3] Laporan barang Pecngguna sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} digunakan scbagai bahan untuk memnyusun neraca OPD
untuk disampaikan kepada Pengelola barang.

Pasal 478

{1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola
semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang
Pengguna scmesteran dan laporan barang Pengguna tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (2] serta laporan
barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan penyusunan laporan barang milik dacrah.

(3] Laporan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada
avat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun ncraca
pemcrintah daerah.
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BAE XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 479
Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerahdan
menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di
Kabupaten Bangkalan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 480
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
dilakukan oleh:
a. Pengpuna Barang melalui pemanlauan dan  penertiban;
dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pernantauan dan investigasi.

Pasal 481

(1) Pengguna Barang melakukan pemantavan dan penertiban
tcrhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik
daerah yang berada di dalam penguasaannva,

(2} Pelaksanaan  pemantauan dan  penertibansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja OPD dilaksanakan
oleh Kuasa Pengguna Barang,

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta
aparat pengawasan intern pemerintah untukmelakukan audit
tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat (2).

(4] Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
menindaklanjuti hasil audit schagaimana dimaksud pada ayat
(3} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasgal 482
(1) Pengclola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan pcnggunaar, pemaniaatan, dan

pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka
penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
barang milik daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan
meminta aparat pengawasan infern pemerintah  untuk
melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan barang milik daerah.

(3] Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disampaikan
kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD YANG
MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 483

(1} Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan
Umum Daerah merupakan kekayaan dacrah yang tidak
dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan
Umum Daerah Kabupaten Bangkalan,

(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempedomani ketentuan pcraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuall
terhadap barang yang dikelola dan/atan dimanfaatkan
seperiuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan
umuin sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
LayvananUmumbDaerah mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum
Daerah.

BAB XV
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 484
Rumah negara merupakan barang milik daerah yang
diperuniukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/fatau
pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan,

Pasal 485

(1} Bupati menetapkan status penggunaan golongarn
rumahnecgara.

(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke
dalam 3 (tiga) golongan, vaitu:
a.rumah negara golongan [;
b.rumah negara golongan Il;dan
c.rumah negara golongan 1[I

(3) Penctapan status penggunaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada pemohonan penetapan  status
penggunaan vang diajukan olch Pengguna Barang.

Pasal 486

(1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal
485 ayat (2} huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi
pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya
terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang
jabatan tertentu tersebut.

(2) Rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud dalarmn pasal
485 ayat (2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyal
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu OPD dan
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hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil
Pemerintah Dacrah Kabupaten Bangkalan.

Termasuk dalam rumah negara golongan 1l adalah rumah
negara yang berada dalam satu kawasan dengan OPD atau
Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemeriitah
dacrah.

Rumah negara golongan 111 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 485 ayat (2) huruf ¢, adalah rumah negara yang tidak
termasuk golongan I dan golongan [I yang dapat dijual kepada
penghuninya.

Pasal 487
Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat
digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawal negeri
sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang memiliki
Surat lzin Penghunian (SIP).
Pengpuna Barang wajib mengoptimalkan pengpunaan barang
milik daerah berupa rumah ncgara Golengan 1 dan rumah
negara golongan 11 dalam menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Pengguna Barang rumah negara golongan 1 dan rumah negara
golongan Il wajib menyerahkan barang milik daerah berupa
rumah negara vang tidak digunakan kepada Bupati

Pasal 488
Surat ljin Penghunian (SIP) scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 487 ayat (1) untuk rumah negara golongan I
ditandatangani Pengelola Barang.
Surat ljin Penghunian (SIP] sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 487 ayat (1) untuk rumah negara golongan II dan
golongan Il ditandatangani Pengguna Barang.

Pasal 489
Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawal negeri
sipil Pemerintah Daerah Ka bupaten Bangkalan, hanya dapat
menghuni satu rumah negara.
Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut
bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 490

Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan

alih status penggunaan.

Alih status pengguinaan:

a. Antar Dengguna Barang untuk rumah Negara golongan |
dan rumah negara golongan II;

b.dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumabh
negara golongan III, untuk rumah negara golongan Il yang
akan dialihkan statusnya menjadi raumah negara golongan
Il;atan
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c.dari Pengguna Barang rumah negara golongan 1l kepada
Pengguna Barang, untuk rumah negara golongan Ill yang
telah dikembalikan status golongannya menjadi rumah
negarag olongan 1.

Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

avat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan dari Bupati.

Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang milik daerah

berupa rumah negara telah berusia paling singkat 10 [sepuluh)
tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah atau sejak
ditelapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara.

Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) huruf b, harus disertal sckuang-kurangnya dengan:

a, persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan
status  golongan rumah negara dari rumah ncgara
golongan 1l menjadi rumah negara golongan III;

b. surat pernvataan bersedia menerima pengalihan dan
Pengpuna Barang rumah negara golongan III;

¢. salinan keputusan penetapan status ramah negara
golongan 1;

d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara
golongan ll;dan

¢. pambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar
situasi.

Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran

dan keabsahan data dan dolkumen yang diterbitkan dalam

rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.

Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih  status

penggunaan mengikuti  ketentuan mengenaialih - status

penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampal

dengan Pasal 60.

Pasal 491
Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi
barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan
rimah negara golongan I, menjadi bangunan kantor.
Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan
[ dan rumah negara golongan II schagaimana dimaksud pada
ayal [1] ditetapkan oleh Bupati.

DBagian Ketiga
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

Pasal 492

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara
hanya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa
rumah negara golongan [11.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dilakukankepada
penghuni yang sah.

Penjualan barang milik daerah berupa rumah necgara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan




(4)

(1)

(3)

(4)

(1)

175

mekanisme tidak secara lelang,

Penjualan barang milik daerah berupa rumah necgara
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
terhadap rumah negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 493
Penjualan rumah negara golongan I dilakukan oleh Pengelola
Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
Bupati.
Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan
11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan dalam
bentuk pengalihan halk rumah negara golongan IIL.
Dalam hal uwsulan penjualan barang milik dacrah berupa
rumah negara golongan III disetujui, maka Bupati menerbitkan
surat persetujuan penjualan barang milik dacrah berupa
rmimah negara golongan 111
Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa
rumah nepara golongan [l tidak disetujui, maka Bupati
menerbitkan surat penolakan usulan penjualan barang milik
dacrah berupa rumah negara golongan III discrtai alasannya.

Pasal 494

Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa rumah

negara golongan Il dilakukan olch Pengguna Barang rumah

negara golongan III kepada Bupati yang sekurang-kurangnya
disertai dengan data dan dokurmnen:

a. surat pernyataan dari Pengpuna Barang rumah necgara
golongan Il yang menyatakan bahwa rumah negara yang
diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaansengketa;

b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;

¢. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;

d. Surat [jin Penghunian [SIP) raumah negara golongan I[;

e. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan
bangunan rumah negara golongan Il[;dan

f.surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah ncgara
solongan 1l dari Pengguna Barang rumah negara golongan
[1I.

Pengguna Barang rumah negara golongan Il bertanggung

jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 495
Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah
negara golongan lll yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun
atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat
(1),diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau
pengalihan status oleh Bupati
Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal
(2) hanyva dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas
permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/Kuasa
Perngpuna Barang.




(4)

(7)

(1)

176

Penghuni rumah negara golongan I[II dapat mengajukan
permohonan  pengalihan apabila yvang bersangkutan telah
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai
pepawal negerl sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan,
Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapal Surat Izin
Penghunian (S[P) untuk menghuni rumah negara golongan I,
maka pengalihan  hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istn
yang bersangkutan dan belum pernah  membeli atau
memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah
berdasarkan ketentuan perundang- undangan,

Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yangtelah memperoleh
rumah dan/atautanah dari pemerintah, tidak dapat lagi
mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara
golongan III.

Pengalihan hak rumah negara golongan Il kepada
penghuninya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 496
Penghuni rumah necgara golongan IIl yang dapat mengajukan
permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Pepawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten

Bangkalan;

1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10
(scpuluh) tahun;
memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas

rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.
b. Pensiunan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangkalan.

1. menerima pensiun dari Negara;

2, mecmiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atan memperoleh fasilitas

rumah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlalku.
¢. Janda/duda pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangkalan:

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun  dari

MNegara, yang:

g almarhum suaminyva/isterinya sekurang-
kurangnva mempunyai masa kerja 10 (sepuluh)
tahun;atau

b masakerja almarhum suaminyafisterinya
ditambah dengan jangka wakm sejak yang
bersanglkutan menjadi  janda/duda berjumlah
selkurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
belum pernah membeli atan memperoleh [asilitas
rumah dan/atau tanah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang herlaku,

d. Janda/duda pahlawan, Vang suaminya/isterinya

)

Lol
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dinyatakan sebhagai pahlawan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:
. masih berhak menerima tunjangan pensiun  dan
Negara;
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau mempercleh fasilitas
rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan
peraturan perundang- undangan.
e. Pejabat Daerah, janda/duda Pejabat Daerah:
1. masih berhak mencrima tunjangan pensiun  dari
Negara;
memililki Surat lzin Penghunian (SIP) yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh [asilitas
rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meninggal dunia, maka pengajuan
permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud
dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang
bersangkutan.
Apabila pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan/penghuni  yang  bersangkutan — sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak
sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara
golongan Il Kepada Bupati
Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan
pertimbangan persetujuan  Bupati atas permohonan  yang
diajukan penghuni rumah negara golongan Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (4].

Pasal 497
Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian atas rumah negara golongan [II vang
akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.
Dalam melakukan penelitian dan pengkajian schagaimana
dimaksud dalam Pasal 496 avat (5), Bupati dapat membentuk
Tim.
Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalamBerita Acara
dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan
persetujuan penjualan rumah negara golongan IIL
Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah
negara golongan [l berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat (3).
Persctujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilakukan
dengan menerbitkan surat persetujuan dan penctapan dengan
mencrbitkan surat keputusan.
Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah
negara golongan Il dalam bentuk pengalihan hak harus
dilaporkan kepada Bupali dengan melampirkan salinan
keputusan pengalihan hal rumah negara dan penetapan harga
rumah negara golongan [II setelah penerbitan keputusan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal Bupati tidak menyetujui  atas pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayal (1)
Bupati memberitahukan kepadaPengguna Barang rumah
negara golongan IIl disertai alasannya untuk disampaikan
kepada pengguni rumah negara golongan I,

Pasal 498
HBerdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
497 ayat (5) Bupali menctapkan harga rmumah beserta
tanahnva berdasarkan hasil penilaian.
Harga rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai
";R’I:l_]H.l'.

Pasal 499
Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara
sewa bell.
Bupati menandatangani surat pcrjanjian sewa beli rumah
negara golongan (11
Pembayaran harga rumah negara golongan [II  dapat
dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum
Daerah.
Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata
ruang scbagaimana dimaksud pada avat (1] pembayarannya
dapat dilakukan secara tunai.
Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5%
(lima puluh perscn) dari harga rumah negara Golongan III dan
dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani,
sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5
(limajtahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 500
Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara
solongan [11 bescrta tanahnya, mempereleh:
a. penyerahan hak milik rumah;dan
b. pelepasan hak atas tanah.
Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan
pelepasan hak atas tanah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesual
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang
berlaku.
Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik
rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah
ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bupati menyverahkan surat keputusan penyerahan hak milik
rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang
telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya
sesual perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 409 ayat (2).
Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan
hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana
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dimaksud pada ayat (4] wajib mengajukan permohonan hak
untuk memperoleh sertifikat hakatas tanah kepada Kantor
Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan
halk atas tanah untuk ditindaldanjuti dengan penghapusan
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Ragian Keempat
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

Pasal 501

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara

dilakukan  berdasarkan  keputusan penghapusan  yang

diterbitkan oleh:

a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang

Pengpuna/Kuasa Pengguna Barang;dan

b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik
Daerah Penpgelola Barang.

Penghapusan barang milik dacrah berupa rumah negara

sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penghapusan barang milik daerah  berupa rumah
negara golongan I dan rumah negara golongan I dari
Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati
atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lainnya;

b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna
kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang lain rumah negara golongan IlLatau

¢. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara
dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a dilakukan

sebagai tindak lanjut dari:

penyerahan kepada Bupati;

alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain.

alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau

sebab-scbab lain yang secara normal dapat diperkirakan

wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena
bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya
forcemajeure.

Penghapusanbarang milik daerah berupa rumah necgara

schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

sebagai tindak lanjut dari:

a. penyerahan kepada Bupali;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang lain;

penjualan rumah negara golongan Il[;

d. sebab-sehab lain vang secara normal dapat diperkirakan
wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena
hencana alam atau terkena dampak dari terjadinya
forcemajeure.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Dacrah sebagaimana

po o

o
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dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindak

lanjut dari;

a. penjualan rumah negara golongan IlLatau

b. sebab-schab lain vang secara normal dapat diperkirakan
wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena
bencana alam, atau terkena dampak dari terjadinya
farcemajeure.

Pasal 502

Penghapusan barang milik dacrah berupa rumah negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 dilakukan setelah
keputusan penghapusan diterbitkan oleh:

2

Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa rumah

negara golongan Idan rumah ncgara golongan II, untuk
penghapusan dari daftar barang Pengguna / Kuasa Pengguna;

b Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk
penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna
rumah negara golongan Illatau

- Bupati untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola
Barang.

Pasal 503
Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf a dan huruf b.
Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan
penghapusan karena penjualan rumah negara golongan III
kepada Bupati dengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan dari daftar barang
Pengguna/Kuasa Pengpuna rumah negara golongan III;
b. keputusan penycrahan hak milik rumah dan pelepasan
hak atas tanahrumah negara golongan 11I; dan
¢. perjanjian sewa beli.

Pasal 504

Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapuskan
sebesar nilai vang tercantum dalam:
a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/ Daftar

Barang Kuasa Pengguna;atan

b. Daftar Barang Milik Daerah.,

(1)

(2]

(3)

Bagian Kelima
Tata Cara Pcnatausahaan Rumah Negara

Pasal 505

Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara
meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Pengoguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola
Barang mclakukan penatausahaan barang milik daerah berupa
rumah negara.

Penatausahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelengkap dari penatausahaan barang milik
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daerah antaralain:

a. alih status penggunaan;

alih status golongan;

alih fungsi;

. penjualan rumah negara golongan [ll;dan
penghapusan.

saong

Pasal 506
Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik
dacrah berupa rumah ncgara dilakukan sekurang-kurangnya
sekali dalam 5 (lima) tahun.
Pelaksanaan Inventarisasi schbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan
fisik barang milik daerah berupa rumah negara sekurang-
kurangnya meliputi:
a.bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
b.status penggunaan;
c.status penghunian;
d.nilai dan luas tanah dan bangunan;
e.alamat, lokasi, dan tipe bangunan;dan
f. kondisi bangunan
Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud padaayat(1)
dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/falau Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati .

Pasal 507
Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah
berupa rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan
tahunan.
Pengguna Barang menyusun laporan semcsteran dan tahunan
atas barang milik dacrah berupa rumah negara sebagai bagian
dari pelaporan barang milik dacrah.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan
terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang milik
daerah berupa ramah negara.

Bagian Keenaim
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

Pasal 308

Pengpuna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang

milik daerah berupa rumah Negara yang berada dalam
penguasaannya.
BAE XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 509
(1} Setiap kerugian daerah alkibat kelalaian,
penvalahgunaan/peclanggaran  hukum atas pengelolaan

(2)

barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Setiap pihak vang mengakibatkan kerugian daerah
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sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat dikenakan sanksi
scsual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XWVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 510

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakua:

=R

b,

seluruh kegiatan Percncanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, DPenghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Daerah, BLUD dan Rumah Negara yang telah
mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat
berwenang, dinyatakan tctap berlaku dan proses
penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini
berlalk;

seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Daerah, BLUD dan Rumah Negara yang belum
mendapat  persetujuan  danfatau  penetapan  dari  pejabal
berwenang, proscs penyelesalannya dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 511

Ketentuian mengenai:

&l

b.
©:
d

.
£

Struktur pejabat pengelola barang milik daerah.

Format perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

Format penggunaan barang milikdacrah.

Format laporan hasil penelitian pemeliharaan barang milik
daerah.

Format penghapusan barang milik daerah.dan

Format surat persetujuan

Adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 513 dalam Peraturan
Kementrian Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pazal 512

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah
diatur dalam peraturan Bupati Bangkalan.

Pasal 513

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 514
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan.

DitetapkandiBangkalan
padatanggal 9 Pebruari 2018

5P A
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RO ﬁiﬁrﬁ' HAD MAKMUN IBNU FUAD
T
Diundangkan di Bapgkalan
pada tanggal 9 Pepruari 2018
2 R AYR
SEKREAARIS D JATEN BANGKALAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 1/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 27-1/2018
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FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

UMUTA

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertiby
pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan
langkah secara integratif dan menyeluruh dar unsurunsur vang terkait
dalam pengelolaan barang milik daerah.

Barang daerah sebagal salah satu unsur penting dalam rangka
penyelengearaan pemerintahan dan pelavanan masyvarakat harus dikelola
dengan baik dan benar, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan barang
yang memenuhl asas-asas pengelolaan barang yaitu fungsional, kepastian

hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimeana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mililkk Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 wentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daecrah Kabupaten Bangkalan perlu
mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan MNomor 3 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Daersh yang
baru.

I11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal &

Cukup jelas.




Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Culkup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Culuap jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Fasal 19

Cukup jelas.
Pagal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jolas.
Pasal 22

Culkup jelas.
Pasul 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Culoup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
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Pasal 29

Cukup jclas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup elas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jclas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jclas.
Pasal 36

Culup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Paszl 348

Culp jelas.
Pasal 39

Culup jelas.
Pasal 40

Culp jelas.
Pasal 41

Cukup jclas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Culaup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
FPasal 45

Culmup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukeup jelas.
Pazal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Culkup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
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Pasal 51

Culkup jelas.
Pasal 52

Culkup jelas.
Pasal 53

Cukup jelus.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.,
Pasal 56

Cukup jelas,
Pasgal 57

Cukup jelas,
Pasal 58

Culup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup Jelas.
Pasal 67

Cukup Jelas.
Pasal 68

Cukup Jelas.
Pasazl 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas,
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Culaup jelas.




Pasal 73

Culaup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas,
Pasal 75

Culup jelas,
Fasal 76

Cukup Jelas.

Faszal 77

Culnup Jelas.

Pasal 78

Culkup Jelas.,

Pasal 79

Culoup jelas.
Pasal 80

Cuxup jelas,
FPasal 81

Cukup jelas,
Pasal 32

Cukup jelas.
FPasal 83

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 85

Culup jelas.
Pagzal B6

Cukup Jelas.

Pasal B7

Cukup Jelas.

FPasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasgal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
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Pasal 95

Culoup jelas.
Pasal 96

Cukup Jelas.,
Pasal 97

Culkup Jelas.
Pasal 93

Culkup Jelas.
Pazal 94

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas,
Paszal L0O]

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Culcup jelas,
Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106

Cukup jelas.
Fasal 107

Culoap Jelas
Pasal 108

Culoup jelas.
Pasal 109

Cukup jeclas.
Pasal 110

Cukup jelas.
Fasal 111

Cukup jelas.
Fasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Culkup jelas.
Pasal 115

Cukup jclas.
Pasal 116

Cukup jelas.




Pasal 117

Cukup jelas,

Pasal 118

Culkup jelas.

Pasal 1149

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas,

Pasal 123

Culkup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Fasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Culkup jelas.

Fasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Culkup jelas.

FPasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Culkup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Culkap jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pagsal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Culkup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

1410
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Pasal 139

Cukup jclas,
Fasal 140

Cukup jelas.
Pasal 141

Culoup jelas.
Pasal 142

Cukup jelas,
Pasal 143

Culp jelas.
Pasal 144

Cukup jelas.
Pasal 145

Cukup jelas.
Pasal 146

Cukup jelas.
Fasal 147

Cukup jelas.
Pasal 148

Cukup jelas.
Pasal 140G

Culkup jelas.
Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.
Pasal 152

Culup jelas.
Fasal 153

Cukup jelas.
Pasal 154

Cukup jelas.
Pasal 155

Cukup jelas.
Pasal 156

Cukup jelas.
Fasal 157

Culoup jelas.
Pasal 158

Cukup jelas.
Pasal 159

Culaup jelas.
Pasal 160

Cukup jelas,
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Pasal 161

Culkup jelas.
Pasal 162

Culoup jelas.
Pasal 163

Culoup jelas,
Pasal 164

Cukup jelas.
Pasal 165

Culkup jelas.
Pasal 166

Cukup Jelas.
Pasal 167

Cukup Jelas.
Pazal 16&

Cukup Jelas.
Pasal 169

Cukup jelas.
Pasal 170

Culkup jelas.
Pasal 171

Cukup jelas.
Pasal 172

Cukup jelas.
Pasal 173

Cukup jelas.
Pasal 174

Cukup jelas.
Pasal 175

Culnup jelas.
Pa=zal 176

Cukup Jelas.
Pasal 177

Culkup Jelas.
Pasal 178

Cukup Jelas.
Pasal 179

Cukup jelas.
Pasal 180

Culkup jelas.
Pasal 181

Cukup jelas.
Pasal 182

Culkup jelas.




Pasal 183

Culcup jelas.
Pasal 184

Culkup jelas.
Pasal 1835

Cukup jelas.
Pasal 186

Cukup Jelas.
Pasal 187

Cukup Jelas.,
FPasal 188

Cukup Jelas.
Pasal 189

Cukup jelas.
Pasal 190

Cubkoup jelas.,
Pasal 191

Culcap jelas.
Pasal 192

Cukup jelas.
Pasal 193

Cukup jelas.
Pasal 194

Culcup jelas,
Paszal 195

Cukup jelas.
Fasal 196

Cukup Jelas.
Pasal 197

Cukup Jelas.
Pasal 198

Cukup Jelas.
Pasal 199

Cukup jelas.
Pasal 200

Cukup jelas.
Pasal 201

Cukup jelas.
Pasal 202

Cukup jelas.
Pasal 203

Culoup jelas.
Pasal 204

Cukup jelas.
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Pasal 205

Cukup jelas.
Pasal 206

Culnap jelas.
Pasal 207

Cukup Jelas
Pasal 208

Cukup jelas.
Pasal 209

Culup jelas.
Pasal 210

Cukup jelas.
Pasal 211

Cukup jelas.
Pasal 212

Culkup jelas.
Pasal 213

Cukup jclas.
Pasal 214

Cukup jelas.
Pasal 215

Cukup jelas.
Pasal 216

Cukup jelas.
Pasal 217

Cukup jelas.
Pasal 218

Cukup jelas.
Pasal 219

Cukup jelas.
Fasal 220

Cukup jelas.
Pasal 221

Culmup jelas.
Pasal 222

Cukup jelas.
Pasal 223

Culoup jelas.
Pasal 224

Cukup jclas.
Pasal 225

Cukup jelas.
Pasal 226

Cukup jelas.




Pagal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pagal 229

Culoup jelas.

Pasal 230

Culkup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Culmp jelas.

Pazal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Culqup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Culoap jelas.

Pasal 240

Culcup jelas.

Pasal 241

Culkup jelas.

FPasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jclas.

FPasal 246

Cukup jelas.

FPasal 247

Cukup jelas,

Pasal 248

Cukup jelas.
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FPasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.
Pasal 252

Cukup clas.
Pasal 253

Culp jelas.
Pasal 254

Cukup ‘elas.
Pasal 255

Culkup jelas.
Pasal 256

Cukup jelas.
Pasal 257

Cukup jelas.
Pasal 258

Culup jelas.
Pasal 259

Cukup jelas.
Pasal 260

Cukup jelas.
Pasal 261

Culkup jelas.
Pasal 262

Cukup jelas.
Fasal 263

Cukup jelas.
Pasal 264

Cukup jelas.
Fasal 265

Cukup jelas.
Pasal 266

Cukup Jelas.
Pasal 267

Culcup Jelas.
Pasal 265

Cukup Jelas.
Fasal 269

Cukup jelas.
Pasal 270

Cukup jelas.
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Pasal 271

Cukup jelas.
Pasal 272

Cukup jelas.
Pasal 273

Culup jelas.
Pasal 274

Cukup jelas.
Pasal 275

Cukup jelas.
Pasal 276

Cukup Jelas.
Pasal 277

Cukup Jelas.
Pasal 275

Culmp .Jelas.
Pasal 279

Cukup jelas.
Pazal 230

Cukup jelas.
Pasal 281

Culmap jelas.
Pasal 3722

Cukup jelas.
Pasal 283

Cukup jelas.
Pasal 284

Culcup jelas.
Pasal 285

Cukup jelas.
Paszal 286

Culoup Jelas,
Pasal 287

Cukup Jelas.
Pasal 288

Cukup Jelas.
Pasal 289

Cukup jelas.
Pasal 290

Cukup jelas.
Pasal 291

Cukup jelas.
Pasal 292

Culkup jelas.



Pasal 293

Cukup jelas.
Pasal 204

Culkup jelas.
Pasal 295

Culoup jelas.
Pasal 296

Cukup Jelas.

Pasal 297

Cukup Jelas.

Pasal 295

Cukup Jelas.

Pasal 24y

Cukup jelas,
Pasal 300

Cukup jelas.
Pasal 301

Cukup jelas.
Pagal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Culkup jelas,
Pasal 304

Cukup jelas.
Paszal 305

Cukup jelas.
Pasal 306

Cukup jelas.
Pasal 307

Cukup Jelas
Pasal 308

Cukup jelas.
Pasal 309

Cukup jelas.
Pasal 510

Cukup jelas.
Pasal 311

Cukup jelas.
Pasal 312

Culcup jelas,
Pasul 313

Cukup jelas.
Pasal 314

Cukup jelas.
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Pasal 3135

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 3148

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jclas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Culup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas,

Pasal 326

Culup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Fasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Fasal 332

Cukup jclas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pas=l 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.
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Pasgl 337

Cukup jelas.

Pasal 3358

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Fasal 240

Culkup jelas.

Pasal 341

Culkup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Paszal 344

Culaup jelas.

Pasal 345

Culoup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Culoup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jclas.

Pazal 3250

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasgal 354

Cukup jelas,

Pasal 355

Culkup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal 358

Cukup jelas.
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Fasal 359

Cukup jelas.
Pasal 360

Cukup jelas.
*asal 361

Cukup jelas.
Pasal 362

Cukup jelas.
Pasal 363

Cukup jelas.
Pasal 364

Cukup jelas.
Pasal 365

Cukup jelas.
Pasal 366

Cukup Jelas,
Pazal 367

Cukup Jelas.
Pasal 368

Cukup Jelas.
Pasal 369

Cukup jclas.
Pasal 370

Cukup jelas.
Pasal 371

Cukup jclas.
Pasal 372

Cukup jelas.
Pasal 373

Cukup jelas.
Pasal 374

Culup jelas.
Pasal 375

Cuiup jelas.
Pagal 376

Culup Jelas.
Paszal 377

Cukup Jelas.
Pasal 378

Cukup Jelas.
Pasal 379

Cukup jelas.
Pasal 380

Cukup jelas.



Pasal 381

Cukup jeclas.
Pasal 382

Cukup jelas.
Pasal 383

Cukup jelas.
Pasal 384

Cukup jelas.
Pasal 385

Culkup jelas.
Fasal 386

Cukup Jelas.

Fasal 387

Cukup Jelas.

Fasal 388

Cukup Jclas.

Paszal 389

Cukup jelas.
Pasal 390

Cukup jelas.
Pasal 391

Cukup jelas.
Pasal 392

Cukup jelas.
Pasal 3935

Cukup jelas.
Pasal 394

Cukup jelas.
Pasal 395

Culcup jelas.
Pazal 396

Cukup Jelas.

Pasal 397

Culup Jelas.

Pasal 393

Cukup Jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 400

Cukup jelas

Pasal 401
Cukup jelas.
Pasal 402

Cukup jelas.
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Pasal 403
Cukup jelas.
Pasal 404
Culkup jelas.
Pasal 405
Cukup jelas.
Pasal 406
Culkup jelas.
Pasal 407
Cukup Jelas
Pasal 408
Cukup jelas
Pasal 409
Cukup jelas.
Pasal 410
Cukup jelas.
Pasal 411
Cukup jelas.
Pasal 412
Cukup jelas.
Pasal 4135
Cukup jelas.
Pasal 414
Cukup jelas.
Pasal 415
Culkup jelas.
Pasal 416
Cukup jelas,
Pasal 417
Culup Jelas,
FPasal 418
Cukup jelas.
Pasal 419
Cukup jelas.
Pasal 420
Cukup jelas.
Pasal 441
Cukup jelas.
Pasal 422
Cukup jelas.
Pasal 423
Cukup jclas.
Pasal 424
Cukup jelas,



Pasal 425

Cukup jclas,
Pasal 426

Cukup jelas.
Pasal 427

Cukup jelas.
Pasal 428

Cukup jelas,
Pasal 429

Culoup jelas.
Pagal 430

Cukup jelas.
Pasal 431

Cukup jelas.
Pasal 432

Cukup jelas.
Pasal 133

Cukup jelas,
Pasal 434

Cukup jelas.
Pasal435

Culkup jelas.
Pusal 436

Cukup jelas.
Pasal 437

Cukup jelas.
Pasal 438

Culkup jelas.
Pasal 439

Cukup jelas.
Pasal 440

Culup jelas.
Pasal 441

Cukup jelas.
Pazal 442

Cukup jelas.
Pasal 443

Cukup jclas.
Pasal 444

Culkup jelas.
Pasal 445

Culoup jelas.
Pasal 446

Cukup jelas.



Pasal 447
Cukup jclas.
Pasal 448
Cukup jelas.
Pasal 449
Culcup jelas.
Fasal 450
Cukup jelas,
Pasal 451
Culkup jelas.
Pasal452
Cukup jelas.
Pasal 453
Culkup jelas.
Pasal 454
Cukup jelas.
Pasal 455
Cukup jelas.
Fasal 456
Culnp jelas.
Pasal 457
Cukup jelas.
Pasal 138
Culkup jelas.
Pasal 459
Cukup jelas.
Pasal 460
Cukup jelas.
Pasal 461
Cukup jelas.
Pasal 462
Cukoap jelas.
Pasal 463
Culcup jelas.
Pasal 464
Cukup jelas.
Pasal 465
Culoup jelas.
Pasal 466
Culcup Jelas.
Pasal 467
Cukup Jelas.
Pasal 468
Cukup Jelas.



Pasal 469

Culkup jelas.
Pasal 470

Culkup jelas.
Pasal 471

Culup jelas.
Pasal 472

Cukup jelas.
Pasal 473

Cukup jelas.
Pasal 474

Cukup jelas.
Pasal 475

Culoup jelas.
Pasal 476

Culkup Jelas.

Pasal 477

Cukup Jelas.

Pasal 478

Culkup Jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.
Pasal 480

Cukup jelas.
Fasal 481

Cukup jelas.
Pasal 482

Cukup jelas.
Pasal 483

Cukup jelas.
Pasal 484

Cukup jelas.
Paszal 485

Culoup jelas,
Pasal 486

Culkup Jelas.

Pasal 487

Culuap Jelas.

Pasal 485

Culkup Jelas.

Pasal 489

Cukup jelas.
Pasal 430

Cukup jelas.
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Pasal 491

Cukup jelas.
Pasal 492

Cukup jelas.
Pasal 493

Cukup jelas.
Pasal 494

Culkup jelas.
Pasal 445

Cukup jelas.
Pasal 496

Cukup Jelas.
Pasal 497

Cukup Jelas,
Pasal 498

Cukup Jelas.
Pasal 499

Cukup jelas.
Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal 501
Cukup jelas.
Pasal 502
Cukup jelas.
Pasal 503
Cukup jelas.
Pasal 504
Cukup jelas.
Pasal 505
Cukup jclas.
Pasal 506
Culup jelas.
Pasal 507
Cukup Jelas
Pasal 508
Culcup jelas.
Pasal 509
Culup jelas.
Pasal 510
Culkup jelas.
Pasal 511
Cukup jelas.
Pasal 512
Culkup jelas.



Fasal 513

Cukup jelas.

Pasal 514

Cukup jelas.
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